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Partai—partai Setelah Soeharto

Hendardi

Ketua Badan Pengurus Serara Institute

eski rezim Soeharto
l \ / I sudah tumbang, keku-
asaan oligarki yang

berwatak predatoris (predatory
oligarchy) tetap bercokol. Oli-
garki—segelintir lapisan supeoer-
kaya yang berkuasa—menemu-
kan jalan untuk Kembali dalam
situasi politik yang berubah,

. yaitu mengisi perubahan insti-

tusi politik lewat partai politik,
parlemen, dan desentralisasi.
Ttu sebabnya mengapa par-
tai-partai politik pasca-Soehar-
to berada dalam jangkauan fak-
si-faksi oligarki yang telah me-
lakukan reorganisasi. Kini, tanm-
bahan partai baru peserta Pemi-
Iu 2019 juga tak lepas dari oli-
garki. Oleh karéna itu. demo-
krasi elektoral haruslah dilihat
sebagai “demokrasi oligarki™,
baik yang saling bersaing
maupun berkoalisi untuk me-
manfaatkan kontestasi politik.

Cara memerintah

Seusai jatuhnya Soeharto, re-
lasi kuasa yang didominasi.oli-
garki predatoris tak berubah.
Namun, para elite negara dan
politik tak bisa lagi memerintah
dengan cara yang sama seperti
sebelumnya (Hadi 2005). Me-

" reka menghadapi tuntutan re-=

formasi institusional, baik di
Ppusat maupun dacrah.
Kekuasaan negara yang ter-
scntralisasi di tangan rezim po-
Titik telah berakhir, terjadilah
desentralisasi. Perubahan cara
memerintah ini berjalan mela-
Tui beberapa realitas politile.
Pertama, desentralisasi ke-
kuasaan negara berlangsung se-
telah diberlakukanny=a UuUD
1945 hasil dmendemen. Presi-
den tdk lagi dipilih oleh MPR,
tets langsung melalui pemilu
presiden dan wakil presiden.
Presiden tak dapat lagi membe-
kukan atau membubarkan par-

lemen. Sebaliknya., woewenang
PR diperkuat.
Kedua, kenyataannya sejak

hasil Pemilu 1999 hingga kini,
tak satu pun partai menguasai
mayori tunggal di parlemen
sebagaimana Golkar pada masa
Soeharto. Implikasinya, setiap
calon presiden dibatasi oleh ko-
alisi dad:um membentuk peme-

rintahan. Politik tramsaksional
talk terhindarkan.
Ketiga, amendcemen UuUD

1945 juga telah meningkatkan
independensi kckuasaan kcha-
kiman (MA dan MK serta BPK.
Dengan independensi ini. maka

kceckuasaan Presiden juga diba-
tasi, yaitu secara resini tak boleh
mencampuri atau mengendali-
kan wewenang dan fungsi kedua
lembaga negara tersebut.

K mpat, distribusi kekua-
saan bertambah seiring terben-
tuknya sejumlah lembaga nega-
ra penunjang (state auxciliary
bodies). scperti KPK, KPU, dan
Kommnas HAM, yang indepcn-
den dan tidak berada di bawah
wewenang presiden.

Kelima, desentralisasi kekua-
N negara pun meluas dengan
otonomi yang lebih besar terha-
dap pemerintahan daerah yang
diberlakukan sejalk Januari
2001. Pada paruh 2005, kepala-
kepala daerah—gubernur, bupa-
ti., dan wali kota—mmulai dipilih
secara langsung, tak lagi melalui
DPRD atau ditunjuk Presiden.

Trengan begitu, desentralisasi
kekuasaan negara telah tersebar
ke banyalk lemmbaga, tak lagi ter—
sentralisasi dan terkonsentrasi
di tangan Presiden. Parlemen
d'an kepala-kepala dacrah juga

sa mengalokasi sumber daya
ara sesuai otoritas mereka.

Partai oligarki

Sctelah dihantam gelombang
krisis finansial, pemeoerintah ke-
sulitan menarik investasi sc-
hingga terpaksa kompromi de-
ngan para konglomerat yang
terlibat  skandal BLBI  untuk
restrukturisasi utang dan mem-
beri izin mereka membeli asct-
et yang disita BPPN dengan
harga lebih muarah.

Cara memerintah sepcerti itu
rawan dibajak oleh oligarki. Ke-
rawanan ini menguat ketika ele-
men-elemen masyarakat sulit
bangkit dari kondisi disorgani-
sasi. Apalagi rcformasi institu-
sional politik tidak melibatkan
lapisan masyarakat yang sebe-
lumnya tenggelam dalam repre-
si panjang Orde Baru.

Disor nisasi masyarakal
menjadi pintu masuk oligarki
dari rezim Soeharto untuk kem-
bali berkuasa dalam pola aku-
mulasi kckayaan yang bersifat
predatoris dan pemburuan remn-
te (Evans: 1989). Dari pintu-pin-
tu reformasi institusional ini
pula oligarki bergerak mengon-
trol politik-dan pemerintah.

Kehilangan patron utama
Socharto juga ditandai dengan
perubahan tipe oligarki, dari oli-
garki bertipe sultanistik menja-
di pcenguasa kolektit (Winter:
201D. Tipe ini buah dari reor-

EE

‘baru.

ganisasi kekuasaan predatoris
yang lebih terdesentralisasi me-—
lalui jaringan patronasce yang
tersebar, koalisi-koal cair,
bahkan saling bersaing.

Partai politik

Salalhh satu institusi sebagnoi
Jjalur untuk mMmenguasai aparatur

negurd adalah partai  politik.
Maka, beberapa faksi oligarki
menyusup ke partai. Golkar

adalah partai rezim Soeharto
yang scbagian dikuasai pengu-
saha-politik, mudah menyesu-
aikan diri dalam format politik
PDIT-P dan PAN juga me-
narik masuk scjumlah pengusa-—
ha sebagai pengurus.

Partai Demokrat yang me-
lenggang menjadi partai yang
memerintah (e ruling pariy)
saja. Il.ebih belakangan,

Gerindra langsung di-
Primpin oleh figur dari keluarga
konglomerat. Menyusul Partai
Nasdeim yang dikuasai konglo-
merat media dan properti. PKDB
dan Hanura pun ikut menarik
prengusaha .

Kekuasaan oligarki di dalam
Ppartai bertambah dengan hadir-
nya Partai Perindo yang berada
di tangan konglomerat media
dan properti. Sambung-me-
nyambung oligarki semakin
menguat dengan Partai Berk
ya besutan keluarga Cendana.
Begitu juga Partai Garuda yang
disebut-sebut ada keluarga
Cendana di belakangnya.

Dari realitas itu, oligarki talk
hanya berada di balik partai-
partai, personifikasinya pun ada
di depan mata. Dalam pemilu
le rislatif, mereka saling boersa-
£ Namun, dalamm pemilu pre-
siden. mcocrcka berkoalisi.

Dengan banyakny:a partai
vang dikuasai atau dikendalikan
oligarki scbagai jalur 1119111,1‘]11
aparatur negara, pemeoerintah
dan parlemen akan sulit lepas
dari cengkeraman oligarki da-
lam berebut sumber daya nega-
ra. Begitu pula pemecerintah dae-
rah dan DPRD. alnya, kekua-
saan oligarki prcdatoris malkin
membuat "negara korup”

Politik seperti itu memang
bisa disebut “demokrasi oligar-
ki” karena mengabdi pada ke-
pentingan oligarki predatloris.
Karena itu, diperlukan politik
tandingan untuk memutus kon-
disi disorganisasi berbagai ele-
men masyarakat agar bangkit
dan berjuang untuk redistribusi
kcekayaan publik.
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